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Hukum Waris yang diterapkan untuk masyarakat Golongan Tionghoa adalah Hukum Waris menurut
ketentuan Kitab Undang--Undang Hukum Perdata beserta ketentuan-ketentuan terkait lainnya yakni
Staatsblaad 1917:129 tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan Tionghoa (Bepalingen
voor geheel Indonesie Betreffende het burgerlijk van de Chineezen). Sebagai hukum yang mengatur tentang
peralihan harta peninggalan seseorang serta akibat hukumnyabagi para ahli waris yang ditinggalkan, hukum
waris otomatis berlaku pada saat seseorang meninggal dunia. Ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan
dalam hukum waris, terkadang menimbulkan dampak hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu,
misalnya dalam hal pembuatan surat wasiat untuk kepentingan satu atau beberapa pihak, yang akhirnya
merugikan pihak yang lain. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai status hukum dari sebuah surat
wasiat yang melanggar Bagian Mutlak ahli waris legitimaris, disangkutpautkan dengan surat pernyataan
penolakan warisan yang dibuat oleh ahli waris tersebut terhadap harta peninggalan ayahnya, yang
dipergunakan oleh hakim sebagai alasan untuk menghapuskan hak waris ahli waris tersebut atas harta
peninggalan ibunya ditinjau dari Putusan MARI N0.2091K/PDT/2002. Metode penelitian deskriptif analistis
dan preskriptif digunakari untuk menghimpun data sekunder, sedangkan untuk data primer diperoleh dari
wawancara dengan beberapa informan dan narasumber, yang kemudian diteliti melalui studi dokumen,
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa
Putusan MART N0.2091K/PDT/2002 telah menyimpang dari ketentuan hukum waris yang diatur dalam
KUH Perdata, yakni surat wasiat yang melanggax Legitieme Portie ahli waris legitimaris seharusnya tidak
secara otomatis menjadi batal demi hukum, namun tetap berlaku, dengan ketentuan harus dilakukan
pengurangan (inkorting) sebesar jumlah yang terlanggar tersebut untuk dikembalikan kepada ahli waris
legitimaris. Penolakan warisan tidak boleh dilakukan untuk warisan seseorang yang masih hidup, melainkan
hanya untuk warisan yang telah jatuh terluang.
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